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ABSTRACT

This study aims to analyze and test the effect of SAKIP guidelines, local government
commitment, work culture and the role of APIP on the effectiveness of the implementation of
the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) of Payakumbuh City.
This research is a comparative causal study. The population in this study was the ASN who
worked on the preparation and reporting of programs and activities at 31 DPOs in the
Payakumbuh Government. Sampling using the census method, where all members of the
population totaling 62 were used as research samples. Data is processed using Structural
Equation Modeling (SEM) analysis and SEM testing uses the SmartPLS program. The results
of the hypothesis test showed that the commitment of the local government and the role of APIP
had a significant positive effect, while the SAKIP guidelines and work culture did not affect the
effectiveness of the implementation of the Government Institution Performance Accountability
System (SAKIP) of Payakumbuh City Government.

Keywords: APIP's role; effectiveness of SAKIP implementation; local government
commitment; SAKIP guidelines; work culture,

ABSTRAK

Penelitian ini betujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh pedoman SAKIP, komitmen
pemerintah daerah, budaya kerja, peran APIP terhadap efektivitas penerapan Sistem
Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Payakumbuh. Riset ini merupakan
penelitian kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN yang mengerjakan
penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan pada 31 OPD pada pemerintah Kota
Payakumbuh. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus, dimana seluruh anggota
populasi yang berjumlah 62 dijadikan sampel penelitian. Data diolah dengan menggunakan
analisis Structural Equation Modeling (SEM) dan pengujian SEM ini menggunakan aplikasi
SmartPLS. Hasil penelitian uji hipotesis menunjukan bahwa komitmen pemerintah daerah dan
peran APIP berpengaruh positif signifikan, sedangkan pedoman SAKIP dan budaya kerja tidak
berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Pemerintah Kota Payakumbuh.

Kata kunci: budaya kerja; efektivitas penerapan SAKIP; komitmen pemerintah daerah;
Pedoman SAKIP; peran APIP
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PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya waktu, pengukuran pengukuran Kkinerja pada instansi
pemerintah mengalami perubahan orientasi yaitu pengukuran Kinerja yang berorientasi pada
input (lebih spesifik anggaran) bergeser pada pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil
(result oriented government) (Asmoko, 2014).

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan
dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran
aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran
yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa
melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar (LAN
dan BPKP, 2000). Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi
seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya
berdasarkan input tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu
program/kegiatan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa selain laporan
keuangan setiap instansi pemerintah juga wajib menyusun laporan kinerja. Kinerja adalah
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur

Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, pemerintah menerbitkan suatu dasar hukum melalui Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan terkahir diganti dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, sedangkan aturan pelaksananya terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan
dalam penilaian SAKIP, namun peningkatan itu masih dalam kategori biasa. Perolehan hasil
evaluasi laporan kinerja Kota Payakumbuh dalam 3 tahun terakhir terlihat mengalami
peningkatan walaupun cenderung stagnan dari tahun sebelumnya. Nilai angka 70,66 pada tahun
2018 dengan kategori BB (baik) yang masih kategori kurus yang terdiri dari komponen
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian
kinerja masih belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengananalisis faktor—faktor yang mempengaruhi
efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada
pemerintah kota Payakumbuh. Penelitian ini fokus pada faktor Pedoman SAKIP, Komitmen
Pemerintah Daerah, Budaya Kerja serta peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

TELAAH LITERATUR

Konsep Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target.
Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus
dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan
sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo, 2009). Mahsun (2006) menyatakan bahwa efektivitas
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adalah berhubungan dengan pencapaian tujuan dan target kebijakan. Apabila suatu organisasi
berhasil mencapai tujuan, maka organisasi itu dikatakan telah berjalan dengan efektif. Konteks
efektivitas tidak dihubungkan dengan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai
suatu tujuan dan target kebijakan.

Steers dalam Sutrisno (2015) menyatakan terdapat 3 buah konsep yang saling berkaitan
dalam menilai efektivitas, yaitu: optimalisasi tujuan — tujuan, perspektif sistem, dan segi
perilaku manusia dalam susunan orgnisasi. Optimalisasi tujuan dimaksudkan menilai
efektivitas menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi mampu mancapai tujuan-tujuan
yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penilaian efektivitas dari perspektif sistem
dengan menggunakan tiga komponen yaitu: input, proses dan output. Sebagai suatu sistem,
organisasi menerima input dari lingkungnya, memproses dan kemudian memberikan output
pada lingkungannya. Dari segi perilaku manusia, penilaian efektivitas disebutkan sangat
berperan besar. Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya selalu dipengaruhi oleh perilaku
manusia, dimana dengan pengaruh perilaku manusia dapat meningkatkan efektivitas organisasi
sekaligus dapat membuat suatu organisasi tidak efektif.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
sistem yang dibuat pemerintah untuk mendukung terwujudnya good governance. Penerapan
SAKIP yang efektif, menunjukan bahwa usaha pemerintah dalam mewujudkan good
governace berjalan dengan baik. Good governance ditandai dengan meningkatnya
akuntabilitas kinerja, transparansi atas penyerapan anggaran dan laporan program serta
kegiatan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas publik juga
terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang
telah, sedang, dan direncakan oleh organisasi sektor publik Iskusksn (mahmudi, 2005;9). Bila
dikaitkan dengan kinerja pemerintah, menurut Mahsun (2006:25) kinerja memberikan
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang berada dalam rencana
strategis.

Sumantri dalam Syafiie (2008) menjelaskan bahwa sistem adalah sekelompok bagian-
bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian
rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang akan dicapai tidak akan
terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah dibangun akan mengalami gangguan.

Renyowijoyo (2010) menjelaskan akuntabilitas publik merupakan kewajiban
pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada
pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari
stewardship yang hanya mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomi dan
efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada
pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.

Pedoman SAKIP

Pedoman merupakan acuan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Pedoman SAKIP
memberikan panduan, acuan atau petunjuk dalam efektivitas pelaksanaan SAKIP. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB)
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pedoman akan memberikan petunjuk umum
dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Pedoman dalam hal ini berupa peraturan
perundangan yang akan menjadi panduan dan petunjuk dalam menyelenggarakan SAKIP.
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Penerapan SAKIP dapat dikatakan efektif jika dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah
ada.

Soleman dalam Riantiarno dan Azlina (2011) menyatakan bahwa ketaatan pada
peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah di Propinsi Maluku Utara. Hal itu sejalan dengan peneltian yang dilakukan
oleh Nusantoro (2009) yang menyatakan bahwa Pedoman LAKIP memberikan pengaruh
signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Demikian juga dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Nababan (2016) menemukan
bahwa Pedoman SAKIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan
SAKIP di Kabupaten Serdang Bedagai.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP yang efektif meliputi: rencana
strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja,
reviu dan evaluasi kinerja

Komitmen Pemerintah Daerah

Mowday et al. dalam Sutrisno (2015) menyatakan komitmen dapat diidentifikasikan
sebagai upaya mencapai tujuan organisasi dengan kemampuan mengerahkan segala daya untuk
kepentingan organisasi dan ketertarikan untuk tetap menjadi bagian organisasi. Komitmen
organisasi secara umum dipahami sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi
termasuk keterlibatan kerja, kesetiaan dan perasaan percaya pada nilai-nilai organisasi.
O’Reilly dalam Djati (2003). Gunlach dalam Sutrisno (2015) menyatakan komitmen sebagai
jaminan dan janji baik secara eksplisit maupun implisit dari keberlangsungan hubungan antara
partner. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah diharapkan penerapan SAKIP
akan semakin efektif.

Penelitian literatur yang dilakukan oleh Keathly dan Aken (2013) mengenai faktor-
faktor yang menentukan kesuksesan dan kegagalan dalam penerapan dan implementasi sistem
pengukuran kinerja di berbagai jenis organisasi, ditemukan salah satu faktor yang paling sering
digunakan adalah komitmen pimpinan.

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intrn Pemerintah (APIP) adalah auditor internal pada instansi
pemerintah. Pengertian dari auditor internal menurut Rahayu dan Suhayati (2009) adalah
pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan
audit bagi kepentingan manajemen organisasi yang bersangkutan.

Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
teteng Sistem Akuntabilitas Kinerja Instanso Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Rl Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas
implementasi sistem akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah, Aparat Pengawas Intrn
Pemerintah (APIP) selaku auditor intenal pemerintah memiliki tugas melakukan pembinaan
sakip kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sejalan dengan reformasi birokrasi yang
bergulir saat ini, perkembangan jasa yang dapat diberikan oleh APIP sebagai auditor internal
pemerintah mengalami peningkatan yang luar biasa. Peran sebagai watch dog yang selama ini
menjadi ciri khas unit pengawasan internal telah mengalami pergeseran dan perluasan menjadi
konsultan dan katalis bagi organisasi sektor publik

Menurut Asosiasi Auditor Intern Penmerintah Indonesia (2013:1), APIP sebagai
pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan/birokrasi yang bersih yang baik (good
government), yang mengarah pada kepemerintahan/ birokrasi yang bersih (clean government).

Atuti (2013) menyatakan ada pengaruh fungsi pemeriksaan intrn terhadap kinerja,
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fungsi pemeriksaan intrn yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Bastian
(2007) menyatakan peran APIP selaku auditor internal adalah untuk memastikan bahwa sistem
akuntabilitas kinerja dan akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan laporan
keuangan daerah disajikan dengan wajar, diluar tugas-tugas awal APIP sebelumnya sebagai
aparat pengawas.

Budaya Kerja

Budaya kerja berkaitan erat dengan perilaku dalam menyelesaikan pekerjaan, yang
mana perilaku tersebut merupakan cerminan sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai dan
norma-norma yang dimiliki setiap individu. Kurniawan et al. (2012) menjelaskan budaya kerja
sebagai sebagai falsafah berdasarkan pandangan hidup yang membudaya dan tercermin dari
sikap, kepercayaan, cita-cita dan tindakan yang terwujud sebagai “kerja” atau “bekerja”.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja,
pengertian budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas
nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Pada prakteknya, budaya kerja diturunkan dari
budaya organisasi. Budaya kerja merupakan suatu komitmen organisasi, dalam upaya
membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik.

Lebih lanjut lagi, Sutrisno (2015) menegaskan bahwa budaya yang kuat dan positif
mendukung tercapainya keberhasilan perusahaan dan sebaliknya nilai — nilai yang negatif
(budaya malas, budaya mangkir, budaya lamban bekerja dan terutama budaya korupsi) akan
berakibat rusaknya tujuan organisasi.

Pengaruh Pedoman SAKIP terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP

Soleman dalam Riantiarno dan Azlina (2011) menyatakan bahwa ketaatan pada
peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah di Propinsi Maluku Utara. Nusantoro (2009) juga membuktikan Pedoman
LAKIP memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP pada
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan
oleh Nababan (2016) menemukan bahwa Pedoman SAKIP berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengaruh KomitmenPemerintah Daerah terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP

Penelitian tentang hubungan komitmen pemerintah daerah dengan efektivitas
pelaksanaan SAKIP yang dilakukan oleh Nusantoro (2009) menemukan bahwa komitmen
pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP pada
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sejalan dengan hal itu.

Hal ini diperkuat oleh Nababan (2016) menemukan komitmen pemerintah daerah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten
Serdang Bedagai dan Akbar (2011) menemukan bahwa komitmen manajemen sangat
berpengaruh terhadap sistem pengukuran kinerja dan akuntabilitas di Indonesia.

Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP

Penelitian Supangkat (2002) menemukan bahwa budaya kerja memiliki hubungan
positif terhadap implementasi kebijakan akuntabilitas instansi pemerintah. Demikian juga
halnya dengan Syachbrani (2014) menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif
terhadap pengembangan sistem pengukuran Kkinerja.
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Hal ini sejalan dengan penelitian Nababan (2016) yang menemukan budaya kerja memoderasi
hubungan antara pedoman SAKIP, komitmen pemerintah daerah, dan dukungan pemerintah
pusat dengan efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengaruh Peran APIP terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP

Penelitian terkait pengawasan internal dan kinerja pemerintah daerah telah dilakukan
oleh Aikins (2011) yang meneliti tentang pengaruh peran pengawasan internal yang dilakukan
oleh APIP terhadap kinerja pemerintah yang hasilnya bahwa internal auditor pemerintah daerah
memeberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan melalui peningkatan
pengendalian internal atas proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian lain yang dilakukan Aikins (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh
positif audit internal pemerintah terhadap keberhasilan manajemen kinerja. Sejalan dengan hal
itu Suharyanto dan Sutaryo (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif APIP terhadap
akuntabilitas kinerja pemerintah.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian sebagaimana dijelaskan
pada bab-bab sebelumnya, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat
digambarkan sebagai berikut:

Pedoman SAKIP (X1)

Komitmen Pemerintah Daerah (X2)

Efektivitas
Penerapan
SAKIP (Y)

Budaya Kerja (X3)

\J

Peran Aparat Pengawas Intrn
Pemerintah (APIP) (X4)

Gambar 1
Kerangka Kopseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pedoman SAKIP, komitmen pemerintah
daerah, budaya kerja dan Peran APIP terhadap efektivitas penerapan SAKIP di Kota
Payakumbuh.

Populasinya adalah seluruh PNS yang menangani pembuatan laporan-laporan dari 31
Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Payakumbuh. Dari tiap Perangkat Daerah
terdapat 2 jabatan ASN yang menangani pembuatan laporan-laporan kinerja di setiap OPD
yaitu: Sekretaris dan Kapala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sehingga populasi dalam
penelitian ini berjumlah 62 orang responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan
sampel dengan metode sensus. Teknik pengambilan sampel dengan metode sensus menjadikan
semua anggota populasi menjadi sampel penelitian, sehingga sampel dalam penelitian ini
berjumlah 62 orang responden.

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel yaitu: variabel dependen, dan variabel
independen. Berikut akan diuraikan definisi operasional variabel-variabel tersebut dalam Tabel

1.
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Tabel 1
Definisi Operasional VVariabel dan Pengukuran Variabel

Va”"?"f.’e' Definisi Operasional Indikator Skala

Penelitian Ukur
Dependen Variabel yang 1. Akuntabel terhadap sumber Ordinal
Variabel Menunjukkan manfaat daya finansial.
Efektivitas atau kegunaan dari 2. Kepatuhan terhadap aturan
Penerapan SAKIP penerapan SAKIP pada hukumdan kebijakan
(Y) instansi pemerintah adiministratif.
Supangkat (2002) 3. Berfokus padahasil.

4. Menghasilkan informasi yang
berguna untuk pengambilan
keputusan atas suatu program
atau kebijakan

5. Menghasilkan data secara
konsisten dan tepat waktu.

6. Pertumbuhan organisasi.

Variabel arah dan petunjuk 1. Penggunaan rencana strategis Ordinal

Independen bagaimana SAKIP sebagai acuan penyusunandan

Pedoman SAKIP dilaksanakan pada pelaksanaan  program dan

(X1) OPD kegiatan

Supangkat (2002) 2. Perjanjian  kinerja  dengan
target dan indikator utama yang
spesifik  (specific), terukur
(measureable), dapat di capai
(attainable), berjangka waktu
(time bond) dapat di pantau dan
dikumpulkan (trackable) atau
SMART.

3. Keselarasan antara pengukuran
pencapaian Kkinerja dengan
perjanjian Kinerja

4. Pengelolaan data kinerja untuk
kebutuhan informasi melalui
sistem akuntansi dan statistik
pemerintah

5. Pelaporan kinerja.

Variabel bentuk keseriusan atau 1. Keterlibatan pimpinan. Ordinal
Independen kesungguhan 2. Partisipasi bawahan

Komitmen pemerintah daerah 3. Pelatihan dan pengembangan
Pemerintah dalam pelaksanaan

Daerah (X2) SAKIP

Supangkat (2002)

Variabel mendukung penerapan 1. Disiplin kerja Ordinal
Independen SAKIP 2. Konsisten

Budaya  Kerja 3. Orientasi kinerja yang optimal

(X3) 4. Kejujuran

Supangkat

(2002)
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Va”‘?"?e' Definisi Operasional Indikator Skala
Penelitian Ukur
Variabel Aparat Pengawas Intrn Memberikan keyakinan yang Orinal
Independen Pemerintah  (APIP) memadai atas ketaatan,
Peran APIP (Xs)  selaku auditor intenal kehematan, efesiensi, dan
Asosiasi  Auditor pemerintah  memiliki efektifitas pencapaian tujuan
Intern tugas melakukan penyelenggaraan tugas dan
Penmerintah pembinaan sakip fungsi instansi pemerintah dan
Indonesia kementerian, lembaga, akuntabilitas (assurance
(2013:1) dan pemerintah daerah activities)

2. Memberikan peringatan dini
dan meingkatkan efektifitas
manajemen  resiko  dalam
penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah (anti
corruption activities)

3. Memberikan masukan yang
dapat memelihara dan
meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah
(consulting activities).

4. Reviu dan evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP)

Sumber: Nusantoro (2009), Supangkat (2002), dan Permenpan RB (2012) diolah.

Analisis statistic deskriptif dan statistic inferensial digunakan dalam menganalisis data. Tknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis SEM (Structural
Equation Modeling) berbasis varians PLS. SEM (Structural Equation Modeling) menggunakan
aplikasi SmartPLS. Tahapan pengujian dengan yang dilakukan adalah;

1.

Evaluasi outer model disebut pula dengan evaluasi model pengukuran dilakukan untuk
menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dengan indikator refleksif dievaluasi
melalui convergent validity dan discriminat validity untuk indikator pembentuk konstruk
laten, serta melalui composite reliability dan Cronbach alpha untuk blok indikatornya
(Chin, 1998 dalam Ghozali 2011).

Model Struktural (Inner Model). Pada model struktural, yang disebut juga sebagai model
bagian dalam (inner model) dimana semua variabel laten dihubungan satu dengan yang
lain dengan didasarkan pada teori substansi. Pengujian inner model atau model struktural
dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk atau variabel laten, yang dilihat dari
nilai R-square dari model penelitian dan juga dengan melihat besar koefisien jalur
strukturalnya. Diagram path untuk model persamaan struktural digambarkan sebagai
berikut:
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Gambar 2
Diagram Path Efektivitas Penerapan SAKIP

Dari gambari di atas, dikonversi ke dalam persamaan sebagai berikut:

Efektivitas Penerapan SAKIP = y1 Pedoman SAKIP + y> Komitmen Pemerintah
Daerah + y3 Budaya Kerja + y4 Peran APIP

Dimana: y1, v2, y3 y4 = nilai koefisien path

3. Model Pengujian Hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik untuk
menunjukkan tingkat signifikansi. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik
maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96 melalui proses
bootstrapping.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Karakteristik dari responden yang diteliti terdiri dari jenis kelamin, usia, masa kerja
dan jabatan sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2

Profil Responden
Profil Responden Jumlah Persentase
Jenis Kelamin
Laki-laki 29 46.77
Perempuan 33 53.23
Usia
24 34 tahun 5 8.07
35-45 tahun 25 40.32
46-58 tahun 32 51.61
Latar belakang Pendidikan
Ekonomi 17 27.43
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Hukum 2 3.22
Teknis 13 20.96
Sosial 24 38.72
Lainnya 6 9.67
Jabatan

Sekretaris 29 46.77
Kasubag/Kasi 31 50.00
Lainnya 2 3.23
Masa Kerja

< 5tahun 48 77.42
5-10 tahun 8 12.90
> 10 tahun 6 9.68

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh statistic deskriptif
variabel penelitian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
No Pernyataan Mean TCR Ket
1  Efektifitas Penerapan SAKIP 4,30 86 Baik
2  Pedoman SAKIP 4,51 90,2 Sangat Baik
3 Komitmen Pemerintah Daerah 4,35 87 Baik
4 Budaya Kerja 4,27 85,4 Baik
5 Peran APIP 4,21 84,2 Baik

Sumber: data olahan 2020

Uji Outer Model (Measurement Model)

Sebelum dilakukan pengukuran, perlu dilakukan pengujian kelayakan data dengan
mengukur validitas dan reliabilitas variabel. Uji outer model dilakukan untuk menilai validitas
dan reliabilitas model. Hasil uji validitas dan reliabilitas dijelaskan sebagai berikut:

Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Validitas konvergen ditunjukkan dengan korelasi antara indikator dengan variabel
laten. Berdaarkan hasil pengujian validitas konvergen dapat disimpulkan bahwa semua
indikator mempunyai faktor loading lebih besar dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa semua
indikator telah memiliki validitas konvergen yang baik. Dengan demikian, indikator valid
dalam mengukur masing-masing variabel latennya.

Uji Diskriminan Validity

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai
validitas suatu variabel bila dibandingkan dengan variabel lainnya. Pada pengujian
discriminant validity dapat dilihat menggunakan output pengujian AVE, Crossloading dan
latent variable correlation.

- Nilai AVE setiap variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0.50 ini berarti seluruh
variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

- Nilai cross loading dari indikator budaya kerja (BK1) terhadap 59ariable budaya kerja
sebesar 0,854 lebih besar daripada nilai cross loading budaya kerja (BK1) dengan 59ariable
efektivitas penerapan sakip, komitmen pemerintah, pedoman sakip dan peran APIP yaitu
0.674, 0.558, 0.361, 0.595. Nilai cross loading dari indikator efektivitas penerapan sakip
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(EPS1) terhadap variable efektivitas penerapan sakip sebesar 0,772 lebih besar daripada
nilai cross loading efektivitas penerapan sakip (EPS1) dengan variabel budaya kerja,
komitmen pemerintah, pedoman sakip dan peran APIP yaitu sebesar 0.645, 0.330, 0.342,
0.639. Begitu juga pada indikator lainnya semua nilai cross loading indikator dengan
variabelnya lebih besar daripada crossloading dengan variabel lainnya. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel pada semua variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat
discriminant validity yang baik.

- Nilai akar kuadrat AVE pada variabel budaya kerja sebesar 0.831. Nilai tersebut lebih besar
dari nilai korelasi antara budaya kerja dengan variabel lainnya. Nilai akar kuadrat AVE
pada variabel efektivitas penerapan sakip sebesar 0.787. Nilai tersebut lebih besar dari nilai
korelasi antara variabel laten lainnya. Dengan demikian nilai akar kuadrat AVE lebih besar
dari nilai korelasi antar variabel dengan variabel lainnya. Artinya bahwa seluruh variabel
laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

- Nilai reliabilitas komposit seluruh variabel laten berkisar antara 0,832 sampai dengan
0,907 artinya bahwa keseluruhan nilai reliabilitas komposit lebih besar dari 0,7. Hasil ini
menunjukkan bahwa seluruh variabel laten mempunyai reliabilitas komposit yang baik.

Uji Inner Model (Structural Model)
Inner model bertujuan untuk melihat hubungan antar konstruk laten. Pengujian model
struktural (inner model) dilakukan melalui:

Pengujian R-square

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai R? adalah 0.722. artinya penerapan Sakip
dijelaskan oleh variabel budaya kerja, komitmen pemerintah, pedoman sakip dan peran APIP
sebesar 0.722 atau 72,2 persen sisanya 27,8 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar
model.

Pengujian Q-square

Berdasarkan hasilpengolahan data didapatkan nilai Q-square sebesar 0.366 yang artinya
budaya kerja, komitmen pemerintah, pedoman sakip dan peran APIP dalam memprediksikan
efektivitas penerapan sakip tergolong kedalam kategori kuat, yang berarti menunjukkan bahwa
model memiliki predictive relevance yang sangat baik.

Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil uji hipotesis dipaparkan pada gambar 3 dan Tabel 7 sebagai berikut.
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Diagram Jalur Hasil Hipotesis
Tabel 7
Hasil Path Coefficient model jalur
Original | Sample | Standard | T Statistics P
Sample | Mean | Deviation | (|JO/STDEV|) | Values
(O) (M) (STDEV)
Budaya Kerja - > Efektivitas | 0.199 0.81 0.162 1.231 0.219
Penerapan Sakip
Komitmen Pemerintah - > | 0.258 0.248 0.129 2.005 0.045
Efektivitas Penerapan Sakip
Pedoman Sakip- > Efektivitas | 0.050 0.074 0.098 0.511 0.609
Penerapan Sakip
Peran APIP- > Efektivitas | 0.494 0.498 0.145 3.417 0.001
Penerapan Sakip

Sumber: hasil olahan data 2020

Dari Tabel 7 dapat diambil kesimpulan hipotesis yang dilakukan:

1.

Nilai koefisien positif maka semakin tinggi budaya kerja, maka semakin tinggi efektivitas
penerapan sakip. Nilai t statistik sebesar 1.231 lebih kecil dari t tabel (1,645) dan p-value
0.219 > alpha 0.05, maka Terima Ho tolak Hj artinya budaya kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap efektivitas penerapan sakip.

Nilai koefisien positif maka semakin tinggi komitmen pemerintah, maka semakin tinggi
efektivitas penerapan sakip. Nilai t statistik sebesar 2.005 lebih besar dari t tabel (1,645)
dan p-value 0.045 < alpha 0.05, maka tolak Ho terima H: artinya komitmen pemerintah
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan sakip.

Nilai koefisien positif maka semakin tinggi pedoman sakip, maka semakin tinggi
efektivitas penerapan sakip. Nilai t statistik sebesar 0.511 lebih kecil dari t tabel (1,645)
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dan p-value 0.609 > alpha 0.05, maka Terima Ho tolak H: artinya pedoman sakip tidak
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan sakip.

4.  Nilai koefisien positif maka semakin tinggi peran APIP, maka semakin tinggi efektivitas
penerapan sakip. Nilai t statistik sebesar 3.417 lebih besar dari t tabel (1,645) dan p-value
0.001 < alpha 0.05, maka tolak Ho terima H; artinya peran APIP berpengaruh signifikan
terhadap efektivitas penerapan sakip.

Pengaruh Pedoman SAKIP Terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP

Hasil pengujian pengaruh pedoman SAKIP terhadap efektivitas penerapan SAKIP
menunjukkan bahwa pedoman SAKIP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap
efektivitas penerapan SAKIP pada pemerintah Kota Payakumbuh Hal ini disebabkan oleh
Renstra yang sudah disusun masing-masing OPD belum digunakan secara optimal sebagai
acuan oleh OPD dalam menyusun perencanaan kinerja, melaksanakan dan mengendalikan
program kegiatan pembangunan sehingga evaluasi atas implementasi SAKIP yang mengacu
pada Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2015 belum efektif. Sehingga terdapat tekanan
(isomorfisma koersif) yang dialami OPD di Kota Payakumbuh. Berdasarkan isomorfisma
koersif yang berada dalam teori institusional, kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang
diberikan pemerintah, peraturan atau lembaga lain untuk mengadopsi suatu sistem (Ashworth,
2009).

Hal ini juga diperkuat dengan fakta di lapangan bahwa ASN belum memahami dengan
baik mengenai pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP, yang mayoritas satuan kerja
menyusun dan melaporkan LAKIP masih sebatas kewajiban pertanggung jawaban realisasi
keuangan saja tanpa melihat outcome dari program kegiatan yang dihasilkan dapat memberikan
kebermanfaatan atau tidak kepada publik. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian
Ismi Febiani, Gugus Irianto, Lilik Purwanti (2016) yang menemukan Pedoman SAKIP tidak
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP. Pada Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, juga sejalan
dengan hasil penelitian empiris mengenai pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP oleh
Acintya dan Putri (2015) yang menunjukkan bahwa implementasi SAKIP tidak memiliki
pengaruh pada kinerja pemerintah Kota Denpasar, dikarenakan kurangnya pemahaman aparat
dan pejabat di masing-masing OPD terhadap SAKIP.

Pengaruh Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP

Hasil pengujian pengaruh komitmen pemerintah daerah terhadap efektivitas penerapan
SAKIP menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan
terhadap efektivitas penerapan SAKIP pada pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan
semakin berkomitmen pemerintah daerah melalui peran aktif pimpinan OPD, peran aktif
seluruh Struktural dan fungsional OPD, pelaksanaan diklat yang memadai terkait SAKIP dan
adanya pelatihan penyusunan laporan kinerja dan pelatihan terkait SAKIP. Hal ini didukung
dengan persepsi sebagian besar responden yang setuju dengan indikator-indikator komitmen
pemerintah daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusantoro (2009) yang
menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas
penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sejalan dengan hal itu, Nababan
(2016) menemukan komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten Serdang Bedagai. Akbar (2011) menemukan
bahwa komitmen manajemen sangat berpengaruh terhadap sistem pengukuran kinerja dan
akuntabilitas di Indonesia, diperkuat dengan hasil penelitian Rejeki Pardede (2017)
menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap
efektifitas penerapan SAKIP di Kota Tebing tinggi Sumatera Utara.
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Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2013) menunjukkan komitmen manajemen
berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya
semakin tinggi komitmen manajemen, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang
dihasilkan oleh instansi pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
Nurkhamid (2008), Norman (2010) tentang komitmen manajemen terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Mereka
menemukan bahwa keberadaan komitmen manajemen yang tinggi akan meningkatkan
akuntabilitas kinerja. Komitmen manajemen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan
nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi kearah yang lebih baik

Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP

Hasil pengujian pengaruh budaya kerja terhadap efektivitas penerapan SAKIP
menunjukkan bahwa budaya kerja berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan SAKIP
pada pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini berarti bahwa semakin baik budaya kerja akan
semakin meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP, namun pengaruhnya tidak begitu
signifikan dalam efektivitas penerapan sakip di Kota Payakumbuh.

Hal ini juga diperkuat dengan fakta di lapangan bahwa komitmen budaya kerja di Kota
Payakumbuh belum terbangun dengan baik, ini dapat dilihat dengan masih kurangnya
pemahaman dan kepedulian ASN atas implementasi SAKIP.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Supangkat (2002) menemukan bahwa budaya
kerja memiliki hubungan positif terhadap implementasi kebijakan akuntabilitas instansii
pemerintah. Demikian juga halnya dengan Syachbrani (2014) menemukan bahwa budaya
organisasi berpengaruh positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja

Pengaruh Peran APIP Terhadap Efektivitas Penerapan SAKIP

Hasil pengujian pengaruh peran APIP terhadap efektivitas penerapan SAKIP
menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap
efektivitas penerapan SAKIP pada pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan semakin
efektif peran APIP semakin meningkat efektivitas Penerapan SAKIP di Kota Payakumbuh,
maka semakin baik juga penerapan Good Governanceyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kota Payakumbuh sehingga berimplikasi pula pada kinerja Pemerintah Daerah Kota
Payakumbuh yang meningkat

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh semakin efektif dengan optimalisasi penerapan
prinsip-prinsip Good Governanceseperti daya tanggap terhadap permasalahan masyarakat
Kota Payakumbuh, semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan
aspirasinya, serta kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh berlandaskan
prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, taat pada hukum yang berlaku, serta
mengutamakan kepentingan masyarakat. Optimalisasi penerapan Good Governanceoleh
Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh menjadikan kinerja pemerintah semakin membaik,
peningkatan pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan publik atas kebijkan-kebijakan
yang diambil pemerintah, serta mampu mengurangi tindakan-tindakan yang menyimpang
seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nofianti dan Suseno
(2014), Sadeli (2008), Sari (2015), serta Yusniyar, dkk (2016) yang menyatakan peran Aparat
Pengawas Intern Pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif mampu
meningkatkan penerapan Good Governanceserta meningkatkan akuntabilitas Kkinerja
pemerintah daerah. Lebih lanjut Pratolo (2010) menjelaskan bahwa peran dan tujuan
pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat
sebagai perwujudan amanah yang diembannya, indikator keberhasilan pemerintah daerah
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dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat itu
sendiri.

Penelitian yang dilakukan Astuti (2013), menunjukkan bahwa ada pengaruh fungsi
pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah di DPPKAD Kabupaten Grobogan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan intern yang baik dapat
meningkatkan efektifitas sistem aku kinerja (Sakip) pemerintah daerah.

Hasil penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013) menunjukkan bahwa pengawasan
kualitas laporan keuangan memiliki korelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh
Astuti (2013), dimana fungsi pemeriksaan intern berpegaruh terhadap kinerja pemerintah
daerah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, karena berada dibawah nilai signifikansi yang
dipersyaratkan yaitu 0,05.

Peran APIP memberi nilai tambah kepada organisasi sebagai sumber yang objektif
melalui saran-saran yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian internal organisasi

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pedoman SAKIP tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP pada
Pemerintah Kota Payakumbuh.

2. Komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap -efektivitas
penerapan SAKIP pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

3. Budaya kerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan efektivitas SAKIP pada
Pemerintah Kota Payakumbuh.

4. Peran APIP berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan efektivitas penerapan
SAKIP pada Pemerintah Kota Payakumbuh.
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